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TUJUAN
• Melakukan pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh

Aparat Penegak Hukum, khususnya pada kasus korupsi di sektor

pendidikan. Hal yang dilihat meliputi : total kasus korupsi selama

tahun 2006-2015, total nilai kerugian negara selama tahun 2006-

2015, jabatan aktor tersangka korupsi, modus yang dilakukan, objek

dana yang dikorupsi, dan kategori objek dana yang dikorupsi (PBJ 

dan Non PBJ).

• Melakukan pemetaan terhadap kasus korupsi sektor pendidikan

terkait dengan kategori objek dana yang dikorupsi.



METODOLOGI
• Melakukan pemantauan kasus korupsi sektor pendidikan di tingkat

penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka

• Kasus korupsi pendidikan yang telah diungkap ke publik oleh penegak

hukum, baik melalui website resmi atau melalui media massa.

• Melakukan tabulasi atas kasus-kasus yang terungkap ke publik dan

terpantau oleh ICW

• Melakukan analisis deskriptif atas kasus korupsi sektor pendidikan yang 

berhasil disidik oleh Aparat Penegak Hukum



SUMBER DATA
• Website resmi institusi penegak hukum

• Media Online dan Cetak

DISCLAIMER : DATA YANG DIOLAH BERDASARKAN 

HASIL PEMANTAUAN ICW SELAMA TAHUN 2006-2015



TEMUAN



PROFIL KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN
MULAI DARI TAHUN 2006-2015

KETERANGAN TOTAL

Jumlah Kasus 425 Kasus

Jumlah Tersangka 618 Tersangka

Nilai Kerugian Negara Rp 1.3 Triliun

Nilai Suap Rp 55 Miliar

Selama 1 dasawarsa, korupsi di sektor pendidikan mencapai 425 kasus. Sebanyak 618 

orang ditetapkan sebagai tersangka. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 1.3 

triliun dan nilai suap sebesar Rp 55 miliar.



TREN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI SEKTOR 
PENDIDIKAN BERDASARKAN TAHUN TERJADI
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• Terjadinya peningkatan kasus korupsi yang terjadi antara rentang waktu 2001 ke 2007. Kasus 

korupsi paling banyak terjadi pada tahun 2007. Namun setelah itu, kasus korupsi sektor

pendidikan cenderung menurun.

• Pada sisi kerugian negara, cenderung fluktuatif mulai dari tahun 2001-2009. Nilai kerugian negara

yang paling besar terjadi pada tahun 2010. Setelah itu, nilai kerugian negara yang terjadi di sektor

pendidikan mengalami penurunan signifikan.



TREN KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN 
BERDASARKAN TAHUN PENYIDIKAN
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• ICW melakukan monitoring atas kasus korupsi yang telah masuk dalam tahap penyidikan. Mulai

dari tahun 2006-2015, jumlah kasus korupsi pada sektor pendidikan yang disidik cenderung naik

turun. 

• Mulai dari tahun 2006-2012 nilai kerugian negara yang ditimbulkan cenderung datar. Namun pada

tahun 2013, terjadi kenaikan nilai kerugian negara yang signifikan mencapai Rp 538 miliar. Salah 

satu kasus yang pernah disidik tahun 2013 adalah kasus dugaan korupsi dana BOS TA 2011-2012 

tentang pembelian buku. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 9 miliar.



KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN 
BERDASARKAN OBJEK KORUPSI (5 TERBESAR)
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• ICW melakukan identifikasi terhadap objek apa saja yang rawan dikorupsi pada sektor pendidikan. 

Sedikitnya ada 17 objek yang rawan untuk dikorupsi, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Sarana

dan Prasarana sekolah, Dana BOS, infrastruktur sekolah, dll.

• DAK menjadi objek korupsi yang rentan untuk dikorup. Selain itu juga ada Sarana dan prasaran

sekolah yang memiliki potensi untuk dikorupsi.



KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN 
BERDASARKAN KATEGORI OBJEK KORUPSI

210 178

37

413.8 

903.1 

52.2 

0

200

400

600

800

1000

Non PBJ PBJ Tidak diketahui

Jumlah Kasus Nilai Kerugian Negara (Rp Miliar)
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• Kasus korupsi yang paling banyak terjadi ada pada kategori Non PBJ, sebanyak 210 kasus. 

Sedangkan untuk kategori PBJ, ada sekitar 178 kasus yang berhasil dipantau oleh ICW. Hal yang 

menarik adalah, meskipun Non PBJ lebih banyak dari segi kuantitas kasusnya, namun dari sisi nilai

kerugian negara, kategori PBJ lebih banyak. Tidak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara yang 

disebabkan oleh PBJ adalah sebesar 65.9%. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk

memperbaiki system pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor pendidikan.

30.2%



KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN 
BERDASARKAN MODUS
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• ICW melihat bahwa modus yang paling sering digunakan di sektor pendidikan adalah

PENGGELAPAN sebanyak 132 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 518.7 miliar.

• Selain penggelapan, modus yang sering digunakan adalah MARK UP sebanyak 110 kasus dengan

nilai kerugian negara sebesar Rp 448.3 miliar.



KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN 
BERDASARKAN LEMBAGA TEMPAT KORUPSI
(5 TERBESAR)
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• ICW memantau lembaga tempat terjadinya praktek korupsi. ICW mengidentifikasi sebanyak 15 

lembaga yang rawan terjadi korupsi. Mulai dari Kementerian Pendidikan hingga Ormas.

• Dinas Pendidikan merupakan tempat terjadinya korupsi terbanyak yaitu 214 kasus dengan nilai

kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 457,9 miliar.

• Hal yang menarik adalah sekolah menjadi tempat terjadinya korupsi terbanyak kedua setelah

Dinas Pendidikan.



KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN 
BERDASARKAN PROVINSI (5 TERBESAR)
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• ICW juga memantau kasus korupsi yang terjadi di tingkat Provinsi.

• Kawasan Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi Provinsi yang paling banyak

terjadi kasus korupsinya selama rentang waktu 2006-2015 sebanyak 104 kasus. Total nilai kerugian

negara yang ditimbulkan dari ketiga Provinsi tersebut sebesar Rp 276.8 miliar.



KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN 
BERDASARKAN JABATAN (5 TERBESAR)
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• Tersangka dalam kasus korupsi di sektor pendidikan yang paling banyak adalah pegawai di 

lingkungan Dinas Pendidikan. Sebanyak 225 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

• Lalu, Swasta diurutan kedua terbanyak dengan 95 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

• Selain itu berdasarkan pemantauan ICW, dalam rentang waktu 10 tahun ada sekitar 77 Kepala

Dinas Pendidikan yang dibui karena tersangkut kasus korupsi. 



KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN 
BERDASARKAN APARAT PENEGAK HUKUM
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• Aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi paling banyak adalah Kejaksaan dengan 324  

kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 897.2 miliar.

• Lalu, Kepolisian menangani 82 kasus korupsi dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp

228.1 miliar.

• Sementara itu berdasarkan pemantauan ICW, KPK menangani 5 kasus korupsi di sektor

pendidikan dengan nilai kerugian sebesar Rp 148 miliar.



KESIMPULAN

• Dana yang paling rawan dikorupsi pada sektor pendidikan adalah Dana Alokasi Khusus, dana 

BOS, dana infrastruktur sekolah, dana sarana dan prasarana, dan dana buku pelajaran.

• Meskipun kasus korupsi pendidikan di sektor PBJ cenderung rendah dibandingkan dengan

sektor non PBJ, namun kerugian negara yang ditimbulkan cenderung tinggi sekitar 65%.

• Modus korupsi yang sering digunakan di sektor pendidikan adalah penggelapan dan mark up.

• Selama 10 tahun terakhir Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi lembaga yang paling banyak

terjadi korupsi.

• Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi Provinsi paling banyak terjadi praktek korupsi.

• Pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan seperti Kepala Dinas dan Pegawai Dinas Pendidikan

adalah aktor terbanyak yang melakukan tindak pidana korupsi.



REKOMENDASI

• Perlu tindakan pencegahan yang diinisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta

masyarakat agar dapat memantau proses penggunaan anggaran, khususnya dalam PBJ di sekolah.

• Perlu adanya tools yang dapat memantau PBJ khususnya di sektor pendidikan. Pencegahan

menjadi penting karena dana yang digelontorkan untuk APBN di tahun 2016 mencapai Rp 419 

triliun.

• Perlu adanya system yang dibangun untuk mencegah pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas

Pendidikan melakukan korupsi, khususnya terkait dengan PBJ.



O P E N T E N D E R . N ET



TUJUAN

• Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pengadaan barang

dan jasa khususnya di sektor Pendidikan.

• Melakukan pencegahan korupsi di sektor pendidikan terkait dengan pengadaan

barang dan jasa.

• Disclaimer : Tools ini hanya sebagai analisa potensi resiko.



KRITERIA

• Kriteria 1 : Nilai kontrak relative besar

• Kriteria 2 : Jumlah peserta tender sedikit

• Kriteria 3 : Efisiensi HPS / Kontrak

• Kriteria 4 : Proyek konstruksi di quarter 4

• Kriteria 5 : Pemenang berulang



KASUS : PENGADAAN UPS



KASUS : PENGADAAN UPS
• Total ada 52 proyek pengadaan

UPS di DKI pada tahun 2014

• Menduduki 7 dari 10 proyek paling 

beresiko di OpenTender (skor

antara 19-20)

• Menelan anggaran sebesar 97 – 99 

persen

• Partisipasi peserta minim (antara 3 

– 11 perusahaan)

• Harga mahal: Rp 6 milyar per UPS

• Dilaksanakan pada akhir tahun

(November 2014)



TERIMA KASIH

I N D O N E S I A  C O R RU P T I O N  WAT C H
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